POLITIK HUKUM PENGHAPUSAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN

BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN

UNIVERSITAS BATUBARA

GADJAH MADA Sulastri Sangadiji, Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., MA.

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI
HALAMAN PENGEHASAN.....coiititeeetet ettt 1
KATA PENGANTAR ....ootiiiieee ettt i1
DAFTAR IS .ottt \%
DAFTAR TABEL ..ottt e vii
DAFTAR GAMBAR ...t viii
INTISARL....oooiii et ix
ABSTRACT .ottt X
BAB 1 PENDAHULUAN ....ooiiiitiieentet ettt 1
A. Latar BelaKang................ccooiiiiiiiiiiie e 1
B. Rumusan Masalah ... 8
C. Tujuan Penelitian.............c.cooooiiiiiiiiiiiiicieeeee e e 8
D. Manfaat Penelitian...............coocooiiiiiiiiiiieee 9
E. Keaslian Penelitian................c..coocoiiiiiiiiiceceeee 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..ottt 15
A. Tinjauan terhadap Politik Hukum dan Politik Ekologi........................... 15
B. Tinjauan Terhadap Otonomi Daerah ..., 25
C. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.......... 31
BAB III METODE PENELITIAN ....cootitiircecceceeecceteeeseese e 48
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan ..............ccoooeeeiiiniiniiiniiiieeeeeee 48
B, Sifat Penelitian .........c.cooiiiiiiiiiiii e 49
C. Caradan Alat Pengumpulan Data..........ccccooieviiiiniiniiiiniinecccecee 49
D. Jalannya Penelitian...........cocccviiieriiniiiiiieiieieciee e 55
E.  Analisis Hasil ..ot 55
F.  Jalan Penelitian ... 56
BAB IV PEMBAHASAN ...t 57

A. Pertimbangan Hukum dan Politik Penghapusan Kewenangan Pemerintah
Daerah terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara................ccoi 57

1. Pertimbangan Hukum Penghapusan Kewenangan Pemerintah Daerah 57

a.  Pertimbangan FiloSOfiS .....c.ccovuiieiiieeiiieeiieceeee e, 58
b.  Pertimbangan SOSI0l0IS......c..ccvcvireriuieiriieeriie e 67
c.  Pertimbangan YUridis ......cccoceoiveiireiineirieirieseeeeeee s 76



POLITIK HUKUM PENGHAPUSAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN

BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN

UNIVERSITAS BATUBARA

GADJAH MADA Sulastri Sangadiji, Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., MA.

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2. Pertimbangan Politik Penghapusan Kewenangan Pemerintah Daerah 106

a.  Risalah Sidang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Mineral dan Batubara .............ccccoeviiiiiiniiiiienieeecceeee 108
b.  Politik Ekologi Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020
121

B. Implikasi Hukum Penghapusan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara ... 135
1. Implikasi terhadap Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
136
2. Implikasi terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah...........ccccooveiiieiiieicicccese e 152
BAB V PENUTUP......ooitiieie ettt 157
A, KeSIMPUIAN ..o e 157
B. SATaN ..o ae e 158
DAFTAR PUSTAKA ...ttt 160

Vi



